




Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan
kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang dalam mengatasi kendala penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima, maka dapat dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut:
1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih
terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat usaha
pedagang kaki lima jika mendapat gusuran atau penertiban dari Satpol PP
Kabupaten Magelang. Selain itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten
Magelang sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
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2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam Mengatasi Kendala-
Kendala Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang masih
belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala-
kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki
lima antara lain:
a. Banyak pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang yang berjualan
tidak pada tempatnya dan tidak tertata.
b. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha
c. Tidak ada lahan atau tempat khusus bagi pedagang kaki lima
d. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengerti dan kurang
paham tentang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7
Tahun 2009
e. Belum ada jaminan pengganti lokasi usaha bagi pedagang kaki lima
dari Pemerintah Daerh Kabupaten Magelang.
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Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang antara lain:
a. Memberikan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima dan menata
pedagang kaki lima agar tertata dengan rapi.
b. Memberikan izin usaha bagi pedagang kaki lima agar mendapat
perlindungan hukum.
c. Penyediaan rest area bagi pedagang kaki lima.
d. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima
agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 7 Tahun 2009.
e. Menambah daya tampung pasar di masing-masing daerah Kabupaten
Magelang dan memberikan tempat yang sudah ditempati pedagang
kaki lima tetapi harus menaati peraturan
B. Saran
Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, yaitu pembangunan dan pemberian
rest area atau tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera
direalisasikan sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten
Magelang dapat tertata dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan
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pedagang kaki lima tidak lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan
keamanan masyarakat. Untuk pedagang kaki lima di Kabupaten Magelang
segera membuat surat izin usaha agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan
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